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memberikan karunia begitu besar kepada saya karena atas rahmad, taufiq dan 

hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. 
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RINGKASAN 

 

 

Sebagai suatu negara dengan keanekaragaman budaya dan sumber daya 

yang sangat luar biasa, Indonesia menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar 

sehingga dapat mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Tidak mengherankan bahwa nilai tersebut telah menyebabkan pihak asing 

berulangkali memanfaatkan tanpa izin dan/atau mengakui Pengetahuan 

Tradisional di Indonesia sebagai milik mereka. Hal ini terjadi karena sampai saat 

ini Indonesia masih belum memiliki peraturan perundang-undangan yang 

mengatur dan melindungi pengetahuan tradisional dari masyarakat adat. Keadaan 

seperti ini dalam istilah hukum dinamakan terdapat kekosongan hukum untuk 

pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia. 

Belum adanya pengakuan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak 

kekayaan intelektual (HKI) menjadikan tidak ada perlindungan hukum terhadap 

missapropriation yang dilakukan oleh pihak asing termasuk di negara Indonesia. 

Ini terjadi karena karakteristik unik terkait kepemilikan collective communal dari 

pengetahuan tradisional membedakan dengan rezim HKI pada umumnya yang 

bersifat privat righs. Pada dasarnya hakekat dari perlindungan hukum suatu 

pengetahuan tradisional di Indonesia dimulai dari hakekat pengetahuan tradisional 

sebagai bagian dari rezim HKI.  

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu 

kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada masyarakat umum 

dalam berbagai bentuk seperti bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni maupun 

sastra, yang memiliki manfaat serta berguna untuk kehidupan manusia dan 

memiliki nilai ekonomis. Sebagai suatu hak kekayaan yang terjadi dari karya, 

karsa atau cipta kemampuan intelektual manusia dapat diakui bahwa yang 

menciptakan atau membuatnya boleh menguasai untuk tujuan yang 

menguntungkannya. Rezim HKI yang diakui saat ini meliputi Hak Cipta, 

Neighboring Rights, Merek, Paten, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, Desain 

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. 

Pengetahuan tradisional yang meliputi kesehatan, spriritual, budaya, dan 

bahasa tidak dapat dipisahkan dari masyrakat adat yang memilikinya. Hal ini 

dikarenakan pengetahuan tradisional merupakan jalan hidup (way of life). 

Sehingga bisa dikatakan bahwa pengetahuan tradisional lahir dari semangat untuk 

hidup (survive) masyarakat adat. Lebih lanjut dikatan bahwa lahirnya pengetahuan 

tradisional tersebut melibatkan proses mengkreasikan bahan-bahan yang 

disediakan oleh alam untuk diubah menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan 

masyarakat adat setempat. Pengetahuan tradisional diartikan pula sebagai 

pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komonitas, 

masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus 

berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. 

Terkait dengan pengaturan pengetahuan tradisional, CBD mengaturnya pada 

pasal 8 huruf J yakni setiap negara penandatangan Konvensi sesuai dengan 

perundang-undangan nasionalnya berkewajiban untuk menghormati, melindungi 

dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik 
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masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, 

sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman 

hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan 

keterlibatan pemilik pengetahuan tradisional, inovasi-inovasi dan praktik-praktik 

tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang 

dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik 

semacam itu. Ketentuan pada CBD yang berhubungan dengan pengetahuan 

tradisional memiliki keterkaitan dengan TRIPs Agreement. Hal tersebut dapat 

dilihat dari ketentuan pada pasal 27 ayat 3 (b) TRIPs memiliki kaitan yang erat 

dengan keanekaragaman hayati sebagaimana dijelaskan bahwa Negara anggota 

dapat juga menetapkan pengecualian hal-hal berikut ini dari perlindungan paten 

meliputi tumbuhan dan hewan selain mikro organisma, dan proses biologis yang 

penting untuk produksi tumbuhan atau hewan selain daripada non biologis dan 

mikro biologis proses. 

Meskipun pengetahuan tradisional merupakan hasil karya intelektual dari 

manusia, namun tidak berarti konsep tersebut sejalan dengan konsep kekayaan 

intelektual yang konvensional layaknya hak cipta, merek dan paten. Konsep 

property right merupakan hak yang mengandung nilai-nilai ekonomis dan bagian 

dari hak kebendaan. HKI tidak melindungi buah pikiran atau idea, melainkan  

hasil ekspresi dari buah pikiran atau idea tersebut. Hal-hal yang dilindungi oleh 

HKI adalah kepentingan ekonomis dari hasil pikiran manusia tersebut dan bukan 

wujud bendanya seperti obat, jamu, buku, lagu, gambar dan lainnya serta bukan 

pula idenya seperti pengetahuan membuat obat atau jamu, pengetahuan menulis, 

pengetahuan mengarang, pengetahuan menciptakan lagu. HKI hanya melindungi 

kepentingan ekonomis dari hasil manusia membuat komposisi obat atau jamu, 

kepentingan ekonomis dari lagu yang telah diciptakan, kepentingan ekonomis dari 

gagasan yang dituangkan pada buku yang dihasilkan, dan seterusnya. Dengan kata 

lain, property yang dimaksudkan pada intellectual property adalah kepentingan 

ekonomis dari hasil pikiran atau idea manusia serta bukan benda baik barang atau 

hak. 

Penolakan pengakuan hak kolektif masyarakat oleh negara maju pada 

hakekatnya merupakan perwujudan dari keinginan negara maju untuk tetap 

mendominasi negara berkembang dalam hubungannya dengan usulan bentuk 

perlindungan bagi pengetahuan tradisional. Negara maju memaksakan konsep 

Barat yang individualistik dalam melindungi hak masyarakat adat yang 

komunalistik. 

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi pada Negara 

Republik Indonesia tidak menghendaki masuknya rumusan hak asasi manusia 

yang besifat individualistik. Bagi Negara Republik Indonesia yang menjadi titik 

sentral adalah keserasian antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas 

kerukunan dalam hubungannya. Dari asas ini akhirnya berkembang elemen lain 

dari konsep Negara Hukum Pancasila yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang 

proporsional antara kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, 

sedangkan penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan sarana terakhir dan 

mengenai hak asasi manusia tidak hanya menekankan kepada hak dan kewajiban 

namun terjalinnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bentuk perlindungan 
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hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada (a). Usaha-usaha untuk 

mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya 

sengketa. (b). Usaha-usaha untuk menyelesaiakan sengketa hukum antara 

pemerintah dan rakyat melalui jalan musyawarah. (c). Penyelesaian sengketa 

melalui peradilan merupakan jalan yang terakhir apabila kedua usaha-usaha diatas 

tidak dapat tercapai kesepakatannya.  

Apabila dikaitkan dengan keberadaan objek perlindungan pengetahuan 

tradisional yang terkait dengan hasil produk pengetahuan tradisional dari 

masyarakat adat, maka kreteria yang diungkapkan oleh para ahli diatas telah 

menujukkan bahwa objek pengetahuan tradisional berbasis pada common 

property, sehingga keberadaan kelompok/pihak yang berkepentingan di 

wilayah/daerah mempunyai peran utama dalam perlindungan potensi-potensi 

produk masyarakat adat. 

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, maka tentunya prinsip-prinsip 

umum dari hukum (harta) kekayaan masih berlaku juga terhadap rezim 

pengetahuan tradisional sebagaimana rezim HKI lainnya. Akan tetapi bila melihat 

dari karakteristik yang unik dari pengetahuan tradisional dengan kepemilikan 

yang kolektif komunal telah memberikan nuansa yang berbeda dalam penerapan 

prinsip-prinsip HKI sebagaimana mestinya. Konsep kepemilikan kolektif-

komunal pada dasarnya bersumber dari keberadaan kesatuan masyarakat yang 

merasakan adanya suatu kebersamaan dalam memiliki sesuatu dengan 

kepentingan yang sama. 

Konsep kepemilikan kolektif komunal merujuk pada adanya hak yang dapat 

dinikmati oleh banyak orang atau kelompok. Sedangkan dalam kaitannya dengan 

pengetahuan tradisional sebagai bagian dari common property dapat dimaknai 

bahwa masyarakat secara keseluruhan memperoleh kesempatan yang sama untuk 

memperoleh penikmatan terhadap potensi yang terkandung pada pengetahuan 

tradisional tersebut. Dari kajian konsep kolektif dan komunal dalam ranah hukum 

adat, maka kepemilikan pengetahuan tradisional melekat sifat koleftif komunal. 

Keberadaan sifat kepemilikan yang berkarakter khusus ini menunjukkan 

kebutuhan terhadap pengembangan prnsip-prinsip dalam ranah HKI.  

Terbentuknya lembaga sosial secara bertahap merupakan kristalisasi dari 

cara, kebiasaan serta adat apabila penyebaran dan pelaksanaan pengetahuan 

tradisional tersebut dilaksanakan dari generasi ke generasi. Pelembagaan 

pengetahuan tradisional tersebut akan membangun kesadaran kolektif masyarakat 

untuk mengadakan hubungan timbal balik untuk menjaga pengetahuan tradisional 

yang dimiliki. Hubungan timbal balik tersebut sering menempatkan masyarakat 

adat sebagai pemegang hak atas pengetahuan tradisional. Interested parties dan 

eksistensi Negara (Pemerintah) sebagai penguasa tidak terlepas dari konsep 

perlindungan kepemilikan kolektif komunal dari pengetahuan tradisional. 

Interested parties merupakan istilah yang digunakan dalam pengaturan TRIPs 

sebagai pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam upaya memberikan 

perlindungan pengetahuan tradisional. Artinya interested parties dapat melakukan 

tindakan pencegahan terhadap penggunaan pengetahuan tradisional yang tidak 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya termasuk juga pada tindakan yang 

mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat atau curang. Keberadaan dari 
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interested parties ini tidak terlepas dari karakteristik pengetahuan tradisional yang 

merupakan bagian dari rezim HKI.  

Konsep interested parties merujuk pada subjek pemegang hak, yang secara 

implisit menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional telah diakui memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan rezim HKI lainnya dan melekat adanya sifat 

kepemilikan kolektif komunal. Istilah interested parties memberikan penafsiran 

sebagai kelembagaan. Sistem perlindungan pengetahuan tradisional diberikan 

kepada pihak/lembaga yang berhak sebagai pemegang hak, apabila ada pengajuan 

permohonan pendaftaran oleh pihak pemohon pendaftaran kepada pihak yang 

berwenang. 

Pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh 

bebarapa negara di dunia antara lain Model Law yang dirumuskan oleh negara-

negara berkembang untuk perlindungan pengetahuan tradisionalnya mengacu 

pada konsep hak bersama yang timbul dari masyarakat tradisional dan bukan hak 

bersama yang dikembangkan dari collectivism barat seperti Tunisia. Ghana 

melindungi pengetahuan tradisionalnya dengan menggunakan rezim Hak Cipta. 

Pengetahuan tradisional termasuk didalamnya kategori folklore. Hal yang berbeda 

dalam pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional ditunjukan oleh negara 

Australia. Negara Australia mencoba menggunakan Hukum Adat dari masyarakat 

Aborigin bersama-sama dengan rezim HKI modern. Hukum Adat diterapkan guna 

menentukan pihak pemegang hak atas pengetahuan tradisional sedangkan untuk 

perlindungannya menggunakan rezim HKI hak cipta. Di negara New Zealand, 

perlindungan pengetahuan tradisional dilakukan dengan menggunakan sistem 

prior informed consent (PIC). 

Terkait dengan perlindungan HKI, nilai-nilai Pancasila dalam tataran 

filosofis memuat nilai-nilai dasar fundamental yang harus memayungi undang-

undang tercantum dalam konsiderannya. Pancasila dalam tataran  norma  atau 

aturan memuat nilai-nilai implementatif. Sedangkan dalam rangka  penafsiran 

hukum atau penemuan hukum oleh hakim dalam kasus tertentu  memuat nilai-

nilai yang bersifat praksis yang berkeadilan sosial sebagai ciri dari Pancasila yang 

berbeda dengan nilai-nilai keadilan lainnya. Keadilan sosial memiliki tujuan yaitu 

kesejahteraan bersama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 

spiritual maupun material. Untuk terpenuhinya keadilan sosial tersebut apabila 

semua warga negara wajib bertindak dan bersikap secara adil, karena keadilan 

sosial dapat tercapai jika tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil 

terhadap sesama. 

Studi perundang-undangan menunjukkan bahwa sampai saat ini negara 

Indonesia belum memiliki undang-undang tersendiri yang yang mengatur 

mengenai pengetahuan tradisionalnya. Melihat fakta mengenai penyalahgunaan 

hak (misapropriation) pengetahuan tradisional di Indonesia, hadirnya undang-

undang yang khusus tentang pengetahuan tradisional menjadi sangat penting 

sebagai acuan jangka panjang mengenai arah kebijakan perlindungan pengetahuan 

tradisional. Perundang-undangan merupakan salah satu perangkat yang dapat 

digunakan dalam melindungi hak masyarakat adat dari penyalahgunaan hak 

(misapropriation) yang dilakukan oleh pihak lain. Negara Indonesia dapat 

mempertimbangkan penyusunan perundang-undangan khusus atau sui generis 
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yang mengatur mengenai pengetahuan tradisional. Sistem sui generis diperlukan 

mengingat rezim HKI saat ini kurang sesuai apabila diterapkan dalam melindungi 

pengetahuan tradisional dari tindakan penyalahgunaan hak (misapropriation) oleh 

pihak lain terutama negara asing. 

Hal yang penting dari perundangan sui generis adalah adanya pengakuan 

tegas bahwa masyarakat adat adalah pemilik atau pemegang hak dari pengetahuan 

tradisional yang bersangkutan. Penerapan dari Hukum Adat atau hukum kebiasaan 

dapat menjadi salah satu alternatif sumber (bahan) untuk merumuskan hak-hak 

masyarakat adat tersebut dalam undang-undang sui generis. Prinsip-prinsip dalam 

Hukum Adat yang dapat digunakan pada undang-undang sui generis diantaranya 

adalah pertama, pengaturan pada undang-undang sui generis bersifat sederhana. 

Kedua, terkait dengan norma agama undang-undang sui generis diharapkan tidak 

mengabaikannya. Ketiga, undang-undang sui generis tetap berlandaskan pada 

sistem kemasyarakatan dengan menjunjung tinggi dan menghargai nilai-nilai 

kebersamaan serta tidak bersifat individualistik. Keempat, undang-undang sui 

generis harus mampu menjamin bahwa pelaksanaan pemanfaatan pengetahuan 

tradisional dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.  
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ABSTRACT 

 

 

Indonesia has a wealth of culture, both historical heritage and traditional 

knowledge with enormous potential to produce various kinds of works and 

traditions from all regions of Indonesia. However, the indigenous people as the 

owner of this traditional knowledge still do not receive protection when foreigners 

use it without permission and / or acknowledge it as their property. Until now, the 

intellectual property regime has not been able to provide protection because there 

are differences in the concept of protection. The Indonesian state also does not yet 

have laws and regulations that specifically regulate and protect traditional 

knowledge of these indigenous peoples.  

This dissertation research uses a statutory approach, conceptual approach, 

a comparative approach and a philosophical approach.  

The result of this dissertation research is that the concept of traditional 

knowledge that is owned or controlled and used by a certain community, 

community or ethnic group that is hereditary and continues to develop in 

accordance with environmental changes is part of the intellectual property rights 

regime. The ownership of traditional knowledge that is collective communal is 

different from other intellectual property rights regimes which are more 

individualistic. Legal protection that can be applied to traditional knowledge is 

rooted in the recognition and protection of human dignity and origin from 

Pancasila and the principles of the rule of law by means of preventive and 

repressive legal protection. 

 

Keywords: Traditional knowledge, intellectual property rights, legal protection 
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